Menimbang

Mengingdt

TENTAN g
RETRIBUS| TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

gghwa dengan berkembangnya pelayanan  terminal
I Kabupaten Banggai, maka perlu dilakukan penertiban
terhadap Penggunaan jasa pelayanan terminal;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banggai
Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Terminal

Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2831);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000' Nomor 24§,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
4048);
Sggnaonrg —) Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004‘ Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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ggdans = Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Merintahap Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200

Rahiiki omor 125, Tambahan Lembaran Negara
Epublik Indonegia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

Teberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 3527):

Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139)
10. Peraturan D

aerah Kabupaten Bénggai Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS| TERMINAL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusa
Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan ty
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Baggai. . |

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

n Pemerintah oleh Pemerintah
gas pembantuan dengan prinsip
p Negara Kesatuan Republik

daerah sebagai unsur
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yang melakukan us
Perseroan terbatas, Perseroan
Negara.atau Daerah dengan
kopertasu.dana Pensiun, perse
organisasi sosig| politik, atay or
dan bentuk badan lainnya,

g. EZfriBS:irih adalah Kas Dagrgh Kabupaten Banggaj
| =5 Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan men N
- u ~
disediakan oleh SektOSSWa;t;).””Sm komersial karena pada dasarnya dapat pula

aha maupyn

ganisasi yang sejeni

Daerah y ang bersangkutan, perizinan tertentu dari Pemerintah
10. E;tl;{a Ketettapan.Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
S Pp(art] relribusi yang menentukan besarmya pokok retribusi.
- - r? A etetapan Retribys; Daerah Lebih Bayar yang selanjuntnya disingkat SKRDLB
3 alan surat keteta:pan Retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi
arena Jumlah kredit retrubys;i lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak .
seharusnya terutang.

12, Surat Tagihan Retribusi D
untuk melakukan tagihan
dan / atau denda,

13. Surat Ketetapan Retribusi Daer
SKRDKBT adalah surat keteta
yang telah ditetapkan.

14. " Terminal adalah tempat pemberhentian terakhir bis umum dan tempat berkumpulnya
antara penumpang dan kendaraan umum yang akan bepergian kesegala arah;

16. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya
di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

16.  Retribusi Terminal adalah retribusi yang di pungut atas jasa pelayanan terminal yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

aerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
retribusi dan / atau sanksi adminisirasi berupa bunga

ah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat
pan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi

BAB ||
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan narxna retribusi termial dipungut retribusi kepada orang pribadi dan atau badan
sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan terminal.

Pasal 3

Objek Retrit;usi adalah pelayanan fasilitas terminal.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan
fasilitas terminal.

Dipindai dengan CamScanner



BAB
GOLONGAN RETRIBUS)
Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribys; Jasa Usah
saha

BAB v
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat

- Penggunaan jasa didasarkan pada jumiah, jenis kend jeni
pelayanan terminal dan Jangka wakty penggunaan fasilirt)as tejrminal.’ SRCREEEEEE

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip  dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi terminal

didasarkgn pada tujuan untuk memperoleh  keuntungan yang layak dengan
mempertimbangkan harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Tempat Parkir :

1. Angkutan Kota..........ccocvimniinnninnnne, Rp. 500,-/sekali masuk;
2. Angkutan Pedesaan........c..ccourenrinisissiisnieens Rp. 1.000,-/ sekali masuk;
3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).......... Rp. 2.000,-/ sekali masuk;
4. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)...ocvreee Rp. 2.000,-/ sekali masuk;
5. Sepeda motor ............. sesss s N Rp. 500,/ sekali masuk.;
6. Parkir menginap terminal ... ... Rp. 2.500,-/kend./malam;
7. Parkir menunggu keberangkatan ......cveciinnnness Rp. 1.500,-/bulan.

b. Tarif Retribusi Tempat Kegiatan Usaha:
1, TeMPat USANG coooevrssisessmsssmssssssssssss s Rp. 20.000,-/bulan;
2. RUKO ovvennee U SR N Rp. 25.000,-/bulan;
3. Warung Makan dan Kios ... s Rp. 15.009,-/bulan.

[ ibusi Fasilitas lainnya (fasilitas WC) :
> TRt s s (B

2, BUANG AT KEGl v Rp. 500,/ sekali masuk;

d. Tarif sewa tanah dan bangunan . )
Untuk keperluan warung dan sejenisnya Perm? - Rp. 2.500,-/bulan;
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BAB viI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retnbusi adalan Jangka wakty yang lamanya bulanan dan sekali masuk

Pasal 11

Retnbus: lenstang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retnbusi Daerah (SKRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan

BAB (X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan Retnbusi tidak dapat diborongkan

(2) Retnbus: dipungut dengan menggunakan SKRD  atay dokumen lain yang
dipersamasan dan SKRDKBT

(3) Hasil  pungutan  retribusi sebagaimana  dimaksud  dalam ayal (2,

™

disetor ke Kas Daerah
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal wajib Retnbusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari dari
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

b Teguran/perin at ' jeni i
pelaksanaan penagihan retribusid gatan/surat |ain yang sejenis sebagai awal

tempoh pembayaran ikeluarkan Segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

Se.jak_ janglia 7 (tujuh) hari setelah tan
Sejenis, wajib retripysg; yang terutang,

c?il:[:?‘}utkeguran Sebagaimana dimaksug dafam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang

ggal surat teguran/peringatan surat lain yang

BAB XlI
KADALUARSA
Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuaii apabila wajib

retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah,

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terangguh

apabila :

a.  diterbitkan surat teguran dan surat paksa;

b.  ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung;

BAB XllI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

pelanggaran dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang t?erlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam aya? '(1) adalah :

a.  menerima, mencari mengumpulkan dan menehtllketerangan atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang retripum Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; . o

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranga_n mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perDbuataQ yang dilakukan sehubungan dengan

i ' ibidang retribusi Daerah;

ansgrngdal?:t:rgld;ng dan bahan pukti dafi orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retsibusi Daerah;
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7
Memeriksg buku-py,

dengan i Sl Catatan - ¢4t
e. melegaku kaﬁdage?gsgf g hoang retrai;?ggggﬁ?
Pencatatan dan do Smihnag untuk m.endapatkan bahan bukti pembukuan,
f bahap bukti tersebut; -dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
o e 22N tenagy g g
g menyuiﬁans d;]bidang retribusi daerah:
: erhentj, ’
fuangan atag tom tdan/atau melaran

. . pa
memeriksa identitas oran

kumen-dokumen lain berkenan

rangka pelaksanaan tugas penyidikan

§ g sSeseorang meninggalkan tempat
Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

, pada huruf . g dan dokumen Yyang dibawah sebagaimana dimaksud
. Mmemotret Seseorang ; :

i . yang berkait ' ; - .

I memanggil orang untukg didengan dengan tindak pidana retribusi daerah:

' tersangka atay saksi;
. menghentikan penyidikan:

m_elakukan tindakan |ain ,
dibidan retribusi Daerah

ar keterangannya dan diperiksa sebagai

yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
Menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimang dimaksud dalam ayat

FF)JZT1YISjI'}}((ag dan Menyampaikan hasi penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
) ty c; €jabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
'atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(1) memberitahukan dimulainya

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling

lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan
disetor langsung ke Kas Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

ini Daerah Kabupaten Banggai
lakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan | .
ElgnmgoarnQ(g) ?r;?]un %( 998 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Ditetapkan (i Luwuk
- Pada.tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI- BANGGA,

Diundangkg\ni-gi Luwuk
paggx} nggat-7 Agustus 2009

T

dr
‘ Flt_ABIS._DﬁER&H KABUPATEN BANGGAI,
DL S e

e

U
I MUBIR A, MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 13
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